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BAB I 
PENDAHULUAN
1.1 Sejarah Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis
Menurut sejarawan W.J Van der Meulen, Pusat Asli Daerah (kerajaan) Galuh, yaitu disekitar Kawali (Kabupaten Ciamis sekarang). Selanjutnya W.J Van der Meulen berpendapat bahwa kata “galuh”, berasal dari kata “sakaloh” berarti “dari sungai asalnya”, dan dalam lidah Banyumas menjadi “segaluh”. Dalam bahasa Sansakerta, kata “galuh” menunjukkan sejenis permata, dan juga biasa dipergunakan untuk menyebut puteri raja (yang sedang memerintah) dan belum menikah.
Sebagaimana riwayat kota-kabupaten lain di Jawa Barat, sumber-sumber yang menceritakan asal-usul suatu daerah pada umumnya tergolong historiografi tradisional yang mengandung unsur-unsur mitos, dongeng atau legenda disamping unsur yang bersifat histories. Naskah-naskah ini antara lain Carios Wiwitan Raja-raja di Pulo Jawa, Wawacan Sejarah Galuh, dan juga naskah Sejarah Galuh bareng Galunggung, Ciung Wanara, Carita Waruga Guru, Sejarah Bogor. Naskah-naskah ini umumnya ditulis pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Adapula naskah-naskah yang sezaman atau lebih mendekati zaman Kerajaan Galuh. Naskah-naskah tersebut, diantaranya Sanghyang Siksakanda Ong Laresian, ditulis tahun 1518, ketika Kerajaan Sunda masih ada dan Carita Parahyangan, ditulis tahun 1580.
Berdirinya Galuh sebagai kerajaan, menurut naskah-naskah kelompok pertama tidak terlepas dari tokoh Ratu Galuh sebagai Ratu Pertama. Dalam laporan yang ditulis Tim Peneliti Sejarah Galuh (1972), terdapat berbagai nama kerajaan sebagai berikut: Kerajaan Galuh Sindula (menurut sumber lain, Kerajaan Bojong Galuh) yang berlokasi di Lakbok dan beribu kota Medang Gili (tahun 78 Masehi), kerajaan Galuh yang Rahyang berlokasi di Brebes dengan ibu kota Medang Pangramesan, Galuh Lalean berlokasi di Cilacap beribu kota di Medang Kamulan, Galuh Pataruman berlokasi di Banjarsari beribu kota Banjar Pataruman, Galuh Kalingga berlokasi di Bojong beribu kota Karangkamulyan, Galuh Tanduran berlokasi di Pananjung beribu kota Bagolo, Galuh Kumara berlokasi di Tegal beribu kota di Medangkamulyan, Galuh Pakuan beribu kota di Kawali, Pajajaran berlokasi di Bogor beribu kota Pakuan, Galuh Pataka berlokasi di Nangga Lacah beribu kota Pataka, Kabupaten Galuh Nagara Tengah berlokasi di Cineam beribu kota Bojong Kopang kemudian Gunung Tanjung Kabupaten Galuh Imbanagara berlokasi di Barunai (Pabuaran) beribu kota di Imbanagara dan Kabupaten Galuh berlokasi di Cibatu beribu kota di Ciamis (sejak tahun 1812).
Untuk penelitian secara historis, kapan kerajaan Galuh didirikan, dapat dilacak dari sumber-sumber sejaman berupa prasasti. Ada prasasti yang memuat nama “Galuh”, meskipun nama tanpa disertai penjelasan tentang lokasi dan waktunya. Dalam prasasti Brangka tahun 910, Raja Blitung disebut sebagai “Rakai Galuh”. Dalam prasasti Siman Brangka tahun 943, disebutkan bahwa “Kadatwan Rahyangta I mdang I bhumi mataram ing watu galuh”. Kemudian dalam sebuah piagam Calcutta disebutkan bahwa para musuh penyerang Air Langga lari ke Galuh dan Barat, mereka dimusnahkan pada tahun 1031 M dalam beberapa prasasti di Jawa Timur dan dalam kitab Pararaton (diperkirakan ditulis pada abad ke 15), disebutkan sebuah tempat bernama “Hujung Galuh” yang terletak di tepi sungai Brantas. Nama Galuh sebagai ibu kota disebut berkali-kali dalam naskah sebuah prasasti Brangka tahun 732, ditemuka di halaman percandian Gunung Wukir di Dukuh Canggal (dekat Muntilan sekarang). 

Pada bagian carita Parahyangan, disebutkan bahwa Prabu Maha Raja berkedudukan di Kawali. Setelah menjadi Raja selama 7 tahun, pergi ke Jawa terjadilah perang di Majapahit. Dari sumber lain diketahui Parabu Hayam Wuruk, yang baru naik tahta pada tahun 1350, meminta Putri Prabu Maha Raja untuk menjadi istrinya. Hanya saja, konon Patih Gadjah Mada menghendaki Putri itu menjadi upeti. Raja Sunda tidak menerima sikap arogan Majapahit ini dan memilih berperan hingga gugur di peperangan di Bubat. Putranya yang bernama Niskala Wastu Kancana waktu itu masih kecil, oleh karena itu Kerajaan di pegang Hyang Buni Sora beberapa waktu sebelum akhirnya diserahkan kepada Niskala Wastu Kancana ketika sudah dewasa. Keterangan mengenai Niskala Wastu Kancana, dapat diperjelas dengan bukti berupa prasasti Kawali dan prasasti batu tulis dan Kebantenan. 
Pada tahun 1595, Galuh jatuh ke tangan Senapati dari Mataram. Invansi Mataram ke Galuh semakin diperkuat pada masa Sultan Agung. Penguasa Galuh, Adipati Panaekan, diangkat menjadi Wedatna Mataram dan cacah sebanyak 960 orang. Ketika Mataram merencanakan serangan terhadap VOC di Batavia pada tahun 1628, masa Mataram di Priangan bersilang pendapat. Rangga Gempol I dari Sumedang misalnya, menginginkan pertahanan diperkuat dahulu sedangkan Dipati Ukur dari tatar ukur, menginginkan serangan segera dilakukan. Pertentangan terjadi juga di Galuh antar Adipati Panaekan dengan adik iparnya Dipati Kertabumi, bupati di Bojong Lopang, anak Prabu di Muntur keturunan Geusan Ulun dari Sumedang. Dalam perselisihan tersebut Adipati Panaekan terbunuh tahun 1625. Dia kemudian diganti putranya Mas Dipati Imbanagara yang berkedudukan di Gara Tengah (Cineam Sekarang).

Pada masa Dipati Imbanagara, ibukota Kabupaten Galuh dipindahkan dari Garatengah (Cineam) ke Calingcing. Tetapi tidak lama kemudian dipindahkan ke Bendanagara (Panyingkiran). Pada tahun 1693 Bupati Sutadinata diangkat VOC sebagai Bupati Galuh menggantikan Angganaya. Pada tahun 1706, ia digantikan pula oleh Kusumadinata I (1706-1727).
Pada pertengahan abad ke-19, yaitu pada masa pemerintahan R.A.A. Kusumadiningrat menjadi Bupati Galuh, pemerintah kolonial sedang giat-giatnya melaksanakan tanam paksa. Rakyat yang ada di wilayah Galuh, disamping dipaksa menanam kopi juga menanam nila. Untuk meringankan beban yang harus ditanggung rakyat, R.A.A Kusumahdiningrat yang dikenal sebagai “Kangjeng Perbu” oleh rakyatnya, membangun saluran air dan diam-diam untuk mengairi daerah pesawahan. Sejak tahun 1853, Kangjeng Perbu tinggal tinggal dikediaman yang dinamai Keraton Selagangga.
Antara tahun 1859-1877, dilakukan pembangunan gedung pembangunan gedung di ibu kota kabupaten. Disamping itu perhatiannya terhadap pendidikan pun sangat besar pula. Kangjeng Perbu memerintah hingga tahun 1886 dan jabatannya diwariskan kepada puteranya yaitu Raden Adipati Aria Kusumasubrata. Pada tahun 1915, Kabupaten Galuh dimasukan ke Keresidenan Priangan, dan secara resmi namanya diganti menjadi Kabupaten Ciamis yang dipimpin oleh seorang bupati dan dibawahnya ada sekretariat daerah yang dipimpin oleh sekertaris daerah. Sampai saat ini sekertaris daerah sudah melakukan beberapa pergantian.
 Mengenai fungsi dan tugasnya Sekertaris daerah, berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 235 tahun 2004 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Sekertariat Daerah. Bupati Ciamis menimbang bahwa kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah. Guna kepentingan operasional Perangkat Daerah dimaksud, perlu untuk mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Sekretariat Daerah dengan keputusan Bupati. Pembentukan Daerah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950). 
Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah, tugas-tugas umum staf, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah, melaksanakan pembinaan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah. 
Sekretariat daerah terdiri dari Assisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, Assisten Sekretaris Daerah Bidang Sosial, Perekonomian dan Pembangunan serta Assisten Sekretaris Bidang Umum. Dalam pelaksanaannya Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dibantu oleh Badan Tata Pemerintahan, Badan Pemerintahan Desa, dan Bagian Hukum. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Sosial, Perekonomian dan Pembangunan dibantu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian dan Bagian Bina Program. Sedangkan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum dibantu oleh Bagian Umum, Bagian Organisasi, dan Bagian Humas.
1.2 Sejarah Humas Sekretariat Daerah Kabupaten ciamis 
Guna meningkatkan keefektifan dan efisiensi kehumasan, pada tahun 1967 telah di bentuk Badan Kerja Sama (BKS) Antar-Humas Pemerintah yang terdapat dalam departemen-departemen Kabinet Republik Indonesia. Karena dirasakan kurang berkembang, maka pada tahun 1970 wadah kerja sama tersebut di tingkatkan menjadi Badan Koordinasi (Bakor) Kehumasan Pemerintah. Pada tahun 1971, dengan dikukuhkan oleh Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 31 tahun 1971, singkatan untuk Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah di atas diubah menjadi Bakohumas, dengan penegasan mengenai tugasnya sebagai berikut:
· Mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dan kerja sama antara humas-humas departemen/lembaga Negara.

· Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kehumasan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Kegiatan tersebut telah diperluas lagi dengan dibentuknya Bakohumas daerah dalam bulan Maret 1976 sebagai pelaksana Surat Instruksi Menteri Penerangan No. 02/INSTR/MENPEN/1976. Bakohumas daerah ini di bentuk di tiap daerah tingkat I provinsi di seluruh Indonesia bahkan ke pemerintahan daerah.
Seperti salah satunya badan koordinasi kehumasan pemerintah yang berada di daerah Kabupaten Ciamis, berdasarkan keputusan Bupati Ciamis Nomor 235 Tahun 2004 bahwa tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur organisasi sekretariat daerah dalam hal ini bagian hubungan masyarakat dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum. Tugas pokok Humas yaitu melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan pelayanan informasi dan keprotokolan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengumpulan dan pengolahan informasi, publikasi dan dokumentasi serta penyelenggaraan sandi dan telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Humas dibantu oleh Sub Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi, Sub Bagian Informasi dan Protokol, serta Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pelaksana-pelaksananya.
1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis
Untuk membentuk kerja yang terarah maka Sekretariat Daerah, membentuk suatu tata kerja yang dibentuk dalam unsur organisasi, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh pembantu pimpinan yaitu Asisten, serta mempunyai pelaksana diantaranya kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis


[image: image2.jpg]



Sumber: Kantor Humas Setda Kabupaten Ciamis

Dari gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa yang memimpin sekretariat daerah adalah sekretaris daerah, dan bagian umum bertanggung jawab kepada sekretaris daerah. Posisi bagian Humas berada dibawah Asisten Bidang Umum, dalam melakukan tugas dan wewenangnya, humas Setda Kabupaten Ciamis baik yang bersifat internal maupun eksternal bertanggung jawab kepada asisten bidang umum.[image: image1.emf]6(.5(7$5,6
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1.4 Struktur Organisasi Bagian Humas Setda Kabupaten Ciamis
Untuk membentuk kerja yang terarah maka Humas Sekda, membentuk suatu tata kerja yang dibentuk dalam unsur organisasi, yang dipimpin oleh Kepala Bagian dan dibantu oleh kepala sub bagian Pengolahan data dan dokumentasi, kepala sub bagian informasi dan protocol serta kepala sub bagian sandi dan telekomunikasi. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala bagian dan kepala sub bagian dibantu oleh para pelaksananya.
Gambar 1.2
Struktur Organisasi Humas Setda Kab. Ciamis

Sumber: Kantor Humas Setda Kabupaten Ciamis
Dari gambar 1.2 diatas dapat dilihat bahwa kepala bagian humas Setda Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para kasubag-kasubag dan para pelaksananya.
1.5 Job Deskription Humas Setda Kabupaten Ciamis 
Berikut ini adalah tugas masing-masing yang ada di Sekretariat Derah bagian Hubungan Masyarakat, antara lain:

Menurut Keputusan Bupati Ciamis Nomor 235 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Daerah:

Pasal 51

Bagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh kepala bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum. Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan pelayanan informasi dan keprotokolan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengumpulan dan pengolahan informasi, publikasi dan dokumentasi serta penyelenggaraan sandi dan telekomunikasi.

Pasal 52

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada pasal 51, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan pereumusan kebijakan pelayanan informasi dan telematik; 
b. perencanaan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan bahan informasi sebagai bahan kebijakan Pemerintah Daerah;

c. perencanaan program dan pelaksanaan pemberitaan untuk memperjelas kebijakan Pemerintah Daerah;

d. penyelenggaraan keprotokolan;

e. pengelolaan sandi dan telekomunikasi;

f. pengelolaan sandi dan telekomunikasi;

g. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada pasal 51, Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi;

b. Sub Bagian Informasi dan Protokol;

c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

Pasal 53
(1) Sub Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan data dan dokumentasi kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan penyiapan bahan data kegiatan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

b. pengumpulan dan pengolahan data informasi sebagai bahan perumusan kebijakan Bupati, Wakil Bupati Sekretaris Daerah;

c. pengelolaan dokumentasi kegiatan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

d. penyusunan program dan fasilitas Mass Media;

e. perencanaan dan penyusunan bahan pelaksanaan pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah;

f. pelaksanaan kerjasama Pers untuk menciptakan adanya pemberitaan yang sehat;

g. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

Pasal 54

(1) Sub Bagian Informasi dan Protokol dipimpin oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan dan informasi rencana kegiatan dina Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

(2)  Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Informasidan Protokol mempunyai fungsi;
· penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan pelayanan informasi dan telematika;

· penyajian bahan informasi dari masyarakat untuk bahan pertimbangan kebijakan Daerah;
· pengumpulan bahan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;

· penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang protocol dan kegiatan dinas;

· penyiapan acara upacara, rapat dan pertemuan dinas;

· pengaturan perjalanan tamu Negara dan daerah;

· pengkoordinasian dan pelayanan kegiatan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;

· penyiapan bahan pembinaan bidang kehumasan kepada Perangkat Daerah;

· penyelenggaraan ketatausahaan Bagian Hubungan Msyarakat;

· penyusunan laporan kegiatan bidang tugasnya.

Pasal 55

(1) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penerimaan dan pengiriman berita Sandi dan Telekomunikasi.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
a.
perencanaan, penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Sandi dan Telekomunikasi serta perluasan jaringan telekomunikasi Pemerintah Daerah;
b.
pengiriman dan penerimaan berita Sandi dan Telekomunikasi;

c.
pengamanan dan pemeliharaan dokumen, alat-alat sandi serta menggambarkan system dan alat-alat sandi;

d.
penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

1. 6  Logo
Pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki logo sebagai identitas tersendiri dari kota dan kabupaten lainnya. 
Gambar 1.3
Logo Pemerintah Kabupaten Ciamis


Sumber: Kantor Humas Setda Kabupaten Ciamis

Logo pada gambar 1.3 diatas dapat di jelaskan sebagai berikut:

· Sebuah Perisai bersudut empat
· Sudut tengah atas melambangkan harus ada pemimpin yang berkewibawaan

· Sudut kiri dan kanan yang sama tinggi letaknya melambangkan cita-cita daerah ialah adil dan makmur
· Ketiga sudut dibagian atas melambangkan syarat minimum kesejahteraan masyarakat, yaitu: sandang, pangan yang cukup, keamanan dan keinsafan atau kepercayaan

· Keempat sudut perisai melambangkan syarat untuk tercapainya kemakmuran menurut leluhur Bangsa Indonesia adalah:

2. Setia kepada pimpinan

3. Meniadakan musuh-musuh

4. Bertindak adil menurut hokum yang berlaku

5. Waspada setiap saat demi keselamatan daerah dan Negara

· Di dalam Perisai tersebut terdapat lukisan-lukisan:

· Pohon Kelapa melambangkan penghasilan daerah Ciamis disamping padi
· Gunung sawal melambangkan mengenangnya para leluhur Ciamis (Galuh)

· Bidang Kuning Mas mendatar melambangkan daerah padi

· Bidang Putih melambangkan melambangkan bentuk pertahanan

· Bidang Putih mendatar melambangkan rawa

· Lengkung-lengkung Putih melambangkan laut dan sungai

· Bundaran Kuning Mas menyerupai paying terkembang melambangkan kerajinan tangan, seni Budaya kekal ketekunan

· Bagian bawah Perisai terdapat sebuah kalimat “Mahayunan Ayuna Kadatuan” yaitu menghadapi pembangunan kebahagian daerah.

· Arti Warna:

· Ungu
: Kekayaan Budi

· Kuning
: Kekayaan duniawi, cahaya kelegaan

· Hijau
: Damai, subur

· Putih
: Suci, bersih

· Hitam
: Tegas, kuat.
1.7  Semboyan, Visi dan Misi Sekretariat Daerak Kabupaten Ciamis
        1.7.1 Semboyan

Semboyan Kabupaten Ciamis adalah “Ciamis Manis Manjing Dinamis”, semboyan tersebut menunjukan bahwa Ciamis merupakan Kabupaten yang indah, asri, nyaman dan sejahtera.
1.7.2 Visi

Visi Kabupaten Ciamis dalam wujudnya merupakan pengakomodasian dari keinginan dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dan kritalisasi dari gagasan ideal yang diinginkan dengan bertumpu pada kondisi obyektif dan potensi yang ada di Kabupaten Ciamis, dengan rumusan sebagai berikut “Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Terdepan Dalam Agribisnis dan Pariwisata di Priangan Tahun 2009”.
Rumusan Visi Kabupaten Ciamis dilatarbelakangi dengan berbagai pertimbangan:

· Kondisi sosial budaya masyarakat Ciamis yang agamis, partisipatif, kebersamaan, santun, kaya akan budaya tradisional serta kesalehan social merupakan modal utama untuk menjadi masyarakat yang maju.

· Kegiatan perekonomian Kabupaten Ciamis yang mayoritas masyarakatnya bergerak dalam bidang Pertanian, mencakup Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan, serta kegiatan kepariwisataan sampai saat ini memberikan kontribusi yang besar terhadap PDPB Kabupaten Ciamis.
· Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Ciamis meliputi sumber daya lahan, sumber daya perairan, sumber daya hutan, iklim, letak geografis yang sangat mendukung terhadap pengembangan agribisnis dan pariwisata.

· Sarana dan prasarana yang telah tersedia meliputi jaringan jalan, pelabuhan udara, dermaga penyeberangan, jaringan irigasi, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, bank dan lembaga keuangan sangat mendukung dalam upaya pencapaian visi Kabupaten Ciamis.

Tujuan akhir dari visi dimaksud adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Ciamis yang sejahtera lahir dan batin yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, terbentuknya kehidupan masyarakat yang relijius dan islami, terwujudnya keamanan, ketenteraman dan keadilan.

Tercapainya visi tersebut merupakan upaya untuk mendukung Visi Propinsi Jawa Barat yaitu “Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa sebagai Propinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibu Kota Negara Tahun 2010”, sehingga setiap program dalam memanfaatkan potensi harus sinergis dengan kebijakan pembangunan Jawa Barat.
1.7.3 Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang diemban Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam agribisnis dan pariwisata.

2. Mengembangkan jiwa kewirausahaan aparatur pemerintah dan masyarakat.

3. Mengembangkan jaringan kemitraan agribisnis dan pariwisata.

4. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian serta penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan.

5. Menyelenggarakan kepemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kelautan secara optimal dan lestari serta menegakkan supremasi hukum.
Misi tersebut di atas pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, antara yang satu dengan yang lain saling mendukung dan saling terkait. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ciamis ditempuh melalui langkah-langkah prioritas pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi tersebut di atas.

Prioritas  pembangunan dari pelaksanaan program-program dilakukan berdasarkan pada kemampuan pendanaan serta program yang mampu  meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam waktu relatif cepat dengan memperhatikan kelangsungan usaha, kelestarian lingkungan, kesiapan di lapangan, kerjasama dengan investor (kemitraan), meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta yang sangat mendukung pengembangan agribisnis dan kepariwisataan, maka penyusunan RKT ini didasarkan pada tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang terstruktur untuk Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ciamis, maka orientasi pembangunan melalui program dan kegiatan dilakukan tidak hanya melalui peningkatan Sumber Daya Manusia, dan peningkatan produksi, tetapi mencakup keseluruhan sistem yang mendukung agribisnis dan kepariwisataan dengan tetap berwawasan kelestarian lingkungan yang kondusif.
1.8 Sarana dan Prasarana
Adapun Sarana dan Prasarana yang ada di Humas setda Kabupaten Ciamis, sebagai berikut: 
· Sarana

1. Ruang Kepala Bagian Humas;

2. Ruang Unit Pelaksana Teknis Dinas

3. Ruang Sandi dan Telekomunikasi

4. Ruang Staf Humas yang menyatu dengan ruang tamu
· Prasarana

Tabel 1.1

Prasana Setda Kab. Ciamis
	No
	Uraian
	Jumlah
	Ket

	1
	Komputer Windows
	5
	

	2
	Laptop
	1
	

	3
	Mesin Ketik
	1
	

	4
	Mesin Foto Copy
	1
	

	5
	Mobil Dinas
	4
	

	6
	Mesin Faximile
	1
	

	7
	Printer
	3
	

	8
	Meja Kerja
	26
	

	9
	Telepon
	2
	

	10
	Kamera photo Digital
	3
	

	11
	Kamera photo Manual
	1
	

	12
	Televisi
	1
	

	13
	Kursi tamu
	4
	

	14
	Meja tamu
	1
	

	15
	Lemari (Piala)
	2
	

	16
	Lemari (berkas-berkas/dokumentasi)
	
	

	17
	Papan informasi
	2
	


Sumber: Kantor Humas Setda Kabupaten Ciamis
1.9 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan
1.9.2 Lokasi
Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Ciamis Sekretariat daerah bagian Hubungan masyarakat yang terletak di Jl.  Jenderal Sudirman No. 16 Telp (0265) 771551 Ciamis 46211. 
1.9.3 Waktu

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan mulai dari tanggal 17 Juli 2006 dan berakhir pada tanggal 8 September 2006. Yang dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.
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